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Belanja- KPK Kejar Aliran Uang Korupsi Kereta Api Sulsel 

 
Sumber gambar: 

https://celebesnews.co.id/2024/11/17/nahhhh-kabar-terbaru-kpk-akan-kejar-aliran-uang-korupsi-kereta-api-sulsel/ 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan terus menelusuri jejak aliran uang terkait 

dugaan korupsi suap proyek perbaikan dan pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal 

Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan kepada pejabat Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK). 

"Penyidik mendalami aliran dana, follow the money, kemanapun dana tersebut disalurkan. Pada 

saat pemeriksaan itu, saksi menyampaikan ada aliran-aliran dana ke salah satu instansi pemerintah, 

dan hal ini tentunya akan didalami," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di 

Jakarta, Sabtu 16 November 2024. 

Tessa mengatakan penyidik KPK akan segera memanggil saksi-saksi terkait aliran uang tersebut 

dan tentunya memanggil pihak yang diduga menerima aliran uang tersebut. 

"Siapa-siapa saja yang mengetahui dan bertanggung jawab apakah memang betul informasinya, 

tentunya nanti akan dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait," ujarnya. 

KPK pada Jumat (15/11) malam, mengumumkan telah menetapkan pejabat BPK sebagai tersangka 

terkait suap proyek perbaikan dan pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian 

Kementerian Perhubungan. Tessa mengatakan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka 

atas dugaan upaya manipulasi hasil audit proyek perbaikan dan pembangunan jalur kereta api. 

Yang bersangkutan juga sudah dipanggil oleh penyidik KPK untuk menjalani pemeriksaan. Meski 
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demikian penyidik KPK belum bersedia memberikan keterangan lebih lanjut soal jabatan dari 

pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut. 

"Penyidik sedang mendalami adanya upaya untuk menghilangkan atau mengurangi temuan. Dari 

pihak BPK sudah dilakukan pemanggilan dan penyidikan masih berproses," ujarnya. 

Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik tersebut mengatakan saat ini KPK sedang mendalami 

berbagai proyek yang diaudit oleh tersangka, namun tidak menerangkan proyek apa saja yang 

diperiksa oleh komisi antirasuah. 

"Agak lama karena banyaknya audit yang dilakukan oleh yang bersangkutan di beberapa lokasi, 

sehingga perlu didalami satu per satu," kata Tessa. 

Penyidik KPK juga telah memeriksa lima saksi terkait penyidikan dan penelusuran aliran uang ke 

pegawai BPK dalam kasus dugaan korupsi suap proyek pekerjaan jalur kereta. 

"Saksi hadir semua dan didalami terkait dengan pengaturan lelang dan pemberian fee ke beberapa 

pihak diantaranya LPD, Pokja, PPK, oknum BPK dan lain-lain," kata Tessa. 

Menurut informasi yang dihimpun, para saksi tersebut yakni mantan PPK pada BTP Kelas I 

Semarang Bernard Hasibuan, Direktur Utama PT. Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, PNS 

Kemenhub Ayunda Nurul Saraswati dan Oktaviandi Ali serta Koordinator Satuan Pelayanan 

Yogyakarta BTP Wilayah 1 Semarang dari tahun 2023-sekarang Eko Budi Santoso. 

Kasus di DJKA diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai 

Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api 

(DJKA) Kemenhub. 

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan 

korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. 

Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur 

PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita 

Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 

2023 Yoseph Ibrahim (YOS), dan VP PT KAProperti Manajemen Parjono (PAR). 

Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian 

Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, 

pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA 

Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah 

(FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN). 
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Pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan perbaikan rel kereta diduga 

terjadi pada tahun anggaran 2021—2022 pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo 

Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, 

empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa 

Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera. 

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang 

pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai 

penentuan pemenang tender. 

Sumber Berita: 

1. KPK Kejar Aliran Uang Korupsi Kereta Api Sulsel, 

https://sulsel.suara.com/read/2024/11/17/105912/kpk-kejar-aliran-uang-korupsi-kereta-api-

sulsel, 17 November 2024; 

2. Nahhhh Kabar Terbaru KPK Akan Kejar Aliran Uang Korupsi Kereta Api Sulsel, 

https://celebesnews.co.id/2024/11/17/nahhhh-kabar-terbaru-kpk-akan-kejar-aliran-uang-

korupsi-kereta-api-sulsel/, 17 November 2024 

Catatan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 

49 yang menyatakan: 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

(2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan 

Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang 

tidak terkait Pelayanan Dasar. 

(4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi 

yang dimiliki Daerah. 

(5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan 

memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam 

rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. 

(6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan 

Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. 

(7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai 

dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 

51 yang menyatakan: 
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(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar 

harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman 

pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 

(4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai 

pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah. 

(5) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan 

Perkada. 

(6) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau standar teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam 

penyusunan rancangan Perda tentang APBD. 

(7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan 

Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek 

Belanja Daerah. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 

54 yang menyatakan: 

(1) Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 

ayat (7) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rinciannya paling sedikit 

mencakup: 

a. target dan Sasaran; 

b. indikator capaian Keluaran; dan 

c. indikator capaian Hasil. 

(3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator 

capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan 

nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 

141 yang menyatakan: 

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang 

diperoleh oleh pihak yang menagih. 

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum 

rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah. 
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(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran 

keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 


